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BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 4r TAHUN 2Ot4

rBrviaNc

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

(KSCr)
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Menimbang: a. bahwa daram rangka mempercepat peraksanaan
pembangunan pada kawasan strategis sebagaimana
tertuang dalam peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2ot2tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Temanggung Tahun 2Ol2 - ZOSZ, perlu ditetapkan
Kawasan Stiategis iepat Tumbuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang
p_erlu menetapkan peraturan Bupati tentang penetapai
Kawasan strategis cepat Tumbuh - Kabupaten
Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

2' Undang-Undang Nomor 5 Tahun 7960 tentang peraturan
pagar Pokok-poko_k Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambalian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2Oa3);
undang-Undang Nomor s rahun 1gB4 tentangPerindustrian (Lenrbaran Negara Republik IndonesiaTahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 322fl;
Undang-Undang,,Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan
ledung (Lembdrdh Negara Repubrik IndonJsia fahun2oo2 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a247);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2oo4 tentang sumber
?uy. Air (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun2ao4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4327\;

3.

4.

5.



6. Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2OO4
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambatran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371, se
telah diubah beberapa kati terakhir dengan
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Peru
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 58, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 48a9;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tatrtbahan
Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
Undang-Undang 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan
Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
aaaal;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik I
Tahun 2AO7 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia T
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor a7251;

1 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Indonesia Tatrun 2008 Nomor 93, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor a866);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg
L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik I
Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 4L Tahun 2OOg
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg
L49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5068);

14. Undang-Undang Nomor L Tahun 2OLt tentang
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2OLL Nomor 7, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 518S);

L5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
Prasarana dan Lalu Lintas Ja1an (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, T
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
Analisis Mengenai Dampak Lingkr:ngan Hidup
Negara Republik Indonesia Tahun L999
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3838);
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17. Perattrran Pemerintatr Nomor 82 Tatnrn 2ooL tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Eksosisteurnya (Lembaran
legara Republik Indonesia Tatrun 2OO1' Nomor 1S3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a 16 1);

18. Peraturan Pemerintatr Nomor 26 Tahun 2oog tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor affi3);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO8 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lenibaran
Negara Republik Indonesia Nomor a858);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OOg tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4987);

21. Perahrran Pemerintah Nomor 15 Tahun 2oLo tentang
Penyglenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 2!, Tambihan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang wilayah provinsi Jawa
Tengah Tahun 2oo9-2o29 (Lembaran Daerah provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

23. Perahrran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
I"p*ggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggr.rrrg
Tahun 2OO8 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1s
Tahun 2oLL tentang Bangunan (Lembarar-r Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OLL Nomor 15);

25. Perahrran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2g
Tatrun 2oL2 tentang Izin pemanfaatan nuang (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OL2 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KATf/ASAN
STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN
TEMANGGUNG.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. wilayah Kabupaten adalah wilayatr Kabupaten Temanggung.



8.

3.

4.

5.

6.

7.

Bupati adalah Bupati Temanggung.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah kabupaten Temanggung.
Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalatr Presid.en
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1948.
Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi
dengan peraturan zonasi.

10. Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yarrE ueriirat umum d,ari
wilayah kabupaten, yang merupalan penjabaran dari RTRW provinsi,
dan yang berisi tqjuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah
kabupaten, rencana stnrktur ruang wilayah labupaten, ren-ana pola
ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten,
arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

ll.Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang selanjutnya disingkat KSCT
adalah wilayah yang penataan ruangnya -diprioritaskah 

karena
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah dari sudut
kepentingan dan pertumbuhan ekonomi.

12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geogralis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan / atau aspek fungsional.

13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dal sistemjaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukr.rng
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hieiarkil memiliki
hubungan fungsional.

14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang unhrk fungsi lindung dan penrntui<an
ruang untuk fungsi budi daya.

BAB II
MAKSUD DAN TIJJUAN

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya KSCT adalah dalam rangka memberikan

arahan dan acuan bagi perencanaan dan pelak.r.rr.}, pembangunan
pada kawasan yang diarahkan agar kawasan tersebut men[alami
pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.

(2) Tujuan ditetapkannya KSCT adalah :

\-/
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a. Untuk mencapai optimalisasi dan sinergr pemanfaatan ,

sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan ketahanan nasional;

b. Untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan antara
lingkungan dan sebaran kegiatan

c. Untuk meningkatkan daya gtrna dan hasil guna pelayanan atas 
:

pengembangan dan pengelolaan **g;
d. Untuk mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan

antara bagian wilayah serta antar sektor dalam raqgka mendorong
otonomi d.aerah;

e. Untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah
serta menanggulangr dampak negatif terhadap linglnrngan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruans Lingkup KSCT yang diahrr melalui Peraturan Bupati ini meliputi:te\-
a. KSCT dari sudut kepentingan perhrmbuhan ekonomi;
b. KSCT dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan
c. KSCT dari sudut kepentingan fungsi dan daya dulmng lingkungan hidup.

BAB IV
PENETAPAN KSCT

Pasal 4

(1) Bagian wilayah Kabupaten yang ditetapkan menjadi KSCT dari sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi adalatr :

a. Kawasan Perkotaan TemmBBunB, Kawasan Perkotaan Parakan dan
Kawasan sepanjang koridor jalan kolektor primer yang melewati
Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bulu;

b. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Pringsurat danv
Kecamatan Kranggan;

c. Kawasan Koridor Pafakan-Ngadirejo;
d. Kawasan Koridor Soropadan-Pingiti
e. Kawasan Agropolitan Kledung;
f. Kawasan Agropolitan Pringsurat;
g. Kawasan Agropolitan Gemawang;
h. Kawasan Agropolitan Selopampang, dan
i. Kawasan Minapolitan Parakan.

(2) Bagian wilayah Kabupaten yang ditetapkan menjadi KSCT dari sudut
kepentingan sosial dan buadaya adalah :

a. Kawasan Cand.i Pringapus;
b. Kawasan Candi Gondosuli; dan
c. Kawasan Situs Liyangan
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(3) Bagian wilayah Kabupaten yang ditetapkan menjadi KSCT dari sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah :

a. Kawasan Sindoro-Sumbing-Prau;
b. Kawasan DAS Progo; dan
c. kawasan DAS Bodri.

BAB V

KETENTU,\N PENUTUP

Pasal 5

Segala ketentuan tentang Kawasan Strategis sepanjang tidak diatur dalam
Peraturan Bupati ini, tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2OL4 tentang RTRW Kabupaten Temanggung 2Ot2-2O32.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan dalam
Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal r 2? Oktobcr 201{

SEKDA BUPATI TEMANGGUNG,

M.BAMBANG SUKARNO}

U
Diundangkan di Temanggung
pada tanggalr=z? Oktobor" 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OI4 NOMOR 4t
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